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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang saya lakukan maka dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara Integritas pejabat publik dengan tindak
pidana korupsi yaitu pejabat publik yang mempunyai Integritas tidak akan
melakukan tindak pidana Korupsi karena pejabat publik yang memiliki integritas
akan menunjukkan aksi-aksi yang cerdas, konsisten, kreatif yang mengarah pada
pelayanan publik yang akuntabel dan transparan dan sebaliknya Pejabat publik
yang tidak mempunyai Integritas maka akan cenderung melakukan tindak pidana
korupsi.

Praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun yang
terjadi didalam sistem peradilan pidana menunjukkan lemahnya integritas pejabat
publik ataupun aparat penegak hukum. Korupsi dengan alasan apapun tidak bisa
dibenarkan secara hukum maupun moral. Maka dari itu korelasi antara integritas

publik dan korupsi selalu kontras atau berlawanan.

Integritas publik sebagai bentuk habitus tidak bisa lagi ditawar. Kemapuan
etis, teknis, leadership, keteladanan, transparasi dan akuntabilitas dari pejabat
publik  harus menjadi habitus. Integritas publik itu sebagai roh yang
menggerakkan aksi nyata dalam pelayanan publik maupun dalam penegakan

hukum.
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B. Saran

Agar tindak pidana korupsi dapat ditekan diperlukan adanya integritas
bagi pejabat publik supaya tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang
diembannya. Karena pejabat publik yang memiliki integritas akan lebih
profesional dalam menjalankan tugas dan tidak akan melakukan tindak pidana

korupsi.

Pejabat publik adalah wakil rakyat yang seharusnya memberikan teladan
yang baik kepada rakyat karena mereka adalah orang-orang yang dipilih rakyat,
dipercaya dan dianggap mampu memimpin roda pemerintahan menjadi lebih baik,
sepatutnya pejabat publik harus mempertanggungjawabkan mandat/amanah yang

diberikan oleh rakyat.
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